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MOTTO

“Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolok
ukur peradaban bangsa tersebut”

-NASHRIANA S.H.,M.Hum.-"

" Nashriana. 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Rajawali Pers.
Jakarta. HIm 3.
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RINGKASAN

Seseorang yang tergolong dalam kriteria anak memiliki kecenderungan sifat
emosional yang labil sehingga apa yang ia perbuat belum mampu untuk di
pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu dalam menangani kasus anak yang berhadapan
dengan hukum perlu adanya perbedaan perlakuan dengan orang dewasa. Anak
sebagai pelaku tindak pidana tetap harus dilindungi dan harus mendapatkan perlakuan
yang berbeda. Berkaitan dengan masalah yang dihadapi anak dan berakibat
berhadapan dengan hukum dan dipidana menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Hal
tersebut terdapat pada putusan Mahkamah Agung No.828K/PID.SUS/2012. Putusan
pemidanaan yang dijatuhkan Mahkamah Agung kepada terdakwa Chatra Argisein
Bin Akit Sentanu didasarkan pada putusan Pengadilan Tinggi Bandung
No.49/PID/SUS/2012/PT.Bdg yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri
Bandung No.1529/Pid/A/2011/PN.Bdg pada tingkat banding, serta alasan-alasan
kasasi yang diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum. Namun alasan
kasasi yang diajukan terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menurut Mahkamah
Agung tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 253 KUHAP. Oleh
karena itu Mahkamah Agung menolak alasan tersebut dan memperbaiki amar putusan
Pengadilan Tinggi Bandung No.49/PID/SUS/2012/PT.Bdg sekedar mengenai
hukuman pengganti pidana denda.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini
adalah mengenai apakah alasan kasasi yang diajukan para pihak sudah sesuai dengan
ketentuan Pasal 253 KUHAP dan yang kedua, apakah pertimbangan Hakim dalam
putusan Mahkamah Agung No.828K/PID.SUS/2012 memperbaiki putusan pengganti
pidana denda sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak. Adapun tujuan dari
penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang hendak dibahas
dalam skripsi ini sehingga ditemukan jawaban yang mengandung kesesuaian dan

mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
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Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat
Yuridis Normatif (Legal Research) yang difokuskan untuk mengkaji norma-norma
dan kaidah hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Penulis juga menggunakan metode studi kasus
(case study.) Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu,
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan pada analisis bahan
hukum, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu penyimpulan pembahasan
menuju kepada hal-hal yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan dari alasan kasasi yang diajukan para pihak tidak sesuai dengan
ketentuan Pasal 253 KUHAP. Karena alasan-alasan yang diajukan terdakwa maupun
Jaksa Penuntut Umum tidak tunduk pada ketentuan alasan kasasi yang dapat
dibenarkan oleh Pasal 253 KUHAP. Serta pertimbangan Mahkamah Agung dalam
putusan No.828K/PID.SUS/2012 memperbaiki putusan pengganti pidana denda telah
sesuai dengan tujuan pemidanaan anak yang disesuaikan dengan kebutuhan anak
demi masa depan anak serta berpedoman pada ide dasar sistem pemidanaan yaitu
Double Track System yaitu kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan yang
terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada
Bab III Pidana dan Tindakan. Saran atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini
yaitu, bagi aparat penegak hukum alangkah baiknya sebelum melakukan tindakan
hukum sekecil apapun memperhatikan ketentuan hukum positif yang berlaku,
khususnya jika melakukan upaya hukum kasasi, perhatikan Pasal 253 KUHAP. Dan
yang kedua, para penegak hukum di dalam menangani perkara anak harus memiliki
tujuan yang optimal berdasarkan Double Track System. Sehingga nantinya dapat

tercapai tujuan yang diharapkan oleh semua pihak yang terkait.

xiii



DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN. .....coiiiiiiniinsninsnnsesssisssssesssissssssssssssssssssssssssass i
HALAMAN SAMPUL DALAM...cuuiiniinnsinsuissensesssnsssssessssssssssssssssssssssssssssass ii
HALAMAN MOTTO .uccuieiiinnnecsnisenssecssissesssecssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssase iii
HALAMAN PERSEMBAHAN ....uciiinniiiinniinssnnissssncssssnessssnesssssosssssossssssssssssssss iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR........oitireiinainensensnissnssaesssessssssessssssnns v
HALAMAN PERSETUJUAN ...ccoviiinnicsensessnissassesssnssssssesssssssssssssssssssssssssssssss vi
HALAMAN PENGESAHAN .....uconiiiinintinensticssissnissesssissesssesssssssssssssssssssssessae vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJL.......ccccovnvueiicnnnnnriccsssnnneccssnnnes viii
HALAMAN PERNYATAAN..cuiirininntinsensesssissassessssssssssessssssssssssssssssssssssssssass ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKSIH ......ccovvievuisrensuisserssensanssassessacssasssessssssass X
HALAMAN RINGKASAN .utitintiniisnicssissecssecssissssssesssissssssesssssssssssssssssssssessae xii
HALAMAN DAFTAR ISLuiiiiiisinsnicsnisensnecsnissesssecssissssssesssesssssssssssssssssessase xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....cciivinntinrenninsaissenssesssissssssssssssssssssssssssass xvii
BAB I . PENDAHULUAN .....uconiniininsninsensisssissasssessssssssssessssssssssssssssssssssssssssass 1
1.1 Latar BelaKang .........c.cccvieiieiiieiiieiieeieeeeee et 1
1.2 Rumusan Masalah .........ccccooiiiiiiiniiniieee e 8
1.3 Tujuan PenuliSan............ccccuieiiieiiieiieeieeiie e 8
1.4 Metode Penelitian...........coouiiiiiiiiiiiiiieeie e 8
1.4.1 Tipe Penelitian .........ccccueeeiiiieiiieeiiie et 9
1.4.2 Pendekatan Masalah...........ccccooeiiniininiiniineceeee 10
1.4.3 Sumber Bahan HuKum.........ccccocveviiiiniiniiiinicieccece 11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum..........coocoiiiii 12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ....couieuieeriinninsennensanssenssesssissssssssssssssssssssssssass 13
2.1 Anak dan Ruang LingKupnya..........cccccceeriiiiiirniieniienieeeeeie e 13
2.1.1 Pengertian ANak .........cccoevuieiiiiiiieniieiieeieeieeeee e 13

Xiv



2.1.2 Hak dan Kewajiban Anak...........ccccceevieriiieniiniiiiiecieeeeeie e 14

2.2 Tindak Pidana Persetubuhan ............ccccoocevviiiiniininniiniiecieneeee 17
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana ...........ccccoooeviieiiieeiiiiieeee e, 17
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana............ccooeeiiiiiiiiniiiiiceee 18
2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana.........c.ccoceveriinininiiniinincneens 21
2.2.4 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan............cccccooveneniincnnnen. 22

2.3 Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak .........ccccccovvviiiiniiiiniiecieee, 24
2.3.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan .............ccccceeveeviiiennennnnnen. 24
2.3.2 Jenis Sanksi Pidana Anak .........ccceceviininiiniininiineeeees 25
2.3.3 Sistem Pemidanaan Anak..........cccecevieneniienieneeiieneenenieseens 26
2.3.4 Tujuan Pemidanaan Anak ..........cccccceeveiieeviieeiieenieeeee e, 29

2.4 Pertimbangan Hakim .............cccviiiiiiiiiie e 31
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim............cocovveininiiniininiencnnns 31
2.4.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim ...........cccceeviiniiiiniiniiciniee, 32

2.5 Putusan HaKim.........oooiiiiiiiiee e 34
2.5.1 Pengertian PUtUSAN .........cccoviiiiiiieeiieeciee e 34
2.5.2 Jenis-Jenis Putusan...........ccccoveevieiiiniininiiiniecceseeese e 35
2.5.3 Syarat-Syarat Putusan ..........ccccceevieeeiiieinieeniceeeeeee e 38

2.6 Upaya HUKUM.......ccviiiiiiiiece et 40
2.6.1 Pengertian Upaya Hukum ...........ccccoeeviiiniiiieiieceece e, 40
2.6.2 Jenis-Jenis Upaya HuKUM ..........ccooeviiiiiiiiiiiiecieeceeeeee 40

BAB 3. PEMBAHASAN ..ccotiiviiniisninenssecssissnsssecssisssssssssssssssssesssssssssssssssssssssassase 43

3.1 Kesesuaian alasan kasasi yang diajukan para pihak dengan ketentuan
Pasal 253 KUHARP .....ooviiieeeeee et 43
3.2 Kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung

No.828K/PID.SUS/2012 memperbaiki putusan pengganti pidana

denda dengan tujuan pemidanaan anak ..........c.cccccceeveiiiniieeniiie e, 57
BAB 4. PENUTUP.....couuiitiiiiiinninsensisssissessesssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 71
4.1 KeSIMPUIAN ..ottt ettt et 71

XV



4.2 Saran...........

DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN

XVi



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung No.828 K/PID.SUS/2012

XVii



	Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.� Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri. Ada begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbutan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya, antaralain : 

	Lamintang berpendapat bahwa pokok-pokok perbuatan pidana adalah Wederrechtjek (melanggar hukum), aan schuld te wijten (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan strafbaar (dapat dihukum).� Jadi suatu perbuatan yang melanggar hukum harus memiliki unsur yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sehingga dapat dihukum. 

	Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan Handeling (perbuatan manusia), Strafbaar gesteld (diancam dengan pidana), toerekeningsvatbaar (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya schuld (terjadi karena kesalahan).� Berbeda dengan pendapat Lamintang, bahwa Christine Cansil merumuskan perbuatan pidana bukan hanya harus memenuhi unsur melanggar hukum saja namun perbuatan pidana haruslah mengandung unsur kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. 

	Sedangkan menurut Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Sehingga perbuatan pidana mengandung unsur Handeling (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, Wederrechtjek (melanggar hukum), dan dapat dicela.� 

	Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yang terdiri dari lima elemen. Yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.�

	Dari kesemua rumusan diatas dapat kita lihat bahwa ada beberapa kriteria bahkan semua sarjana menyebutkan, pertama unsur melanggar hukum yang disebutkan oleh seluruh sarjana, kedua, unsur  “perbuatan” yang disebutkan oleh seluruh sarjana kecuali Lamintang. Selebihnya para sarjana berbeda dalam penyebutannya.

	2.2.4 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan 

	Di negara Indonesia, dalam KUHP yang berlaku sejak tahun 1918 telah mengkualifikasikan perbuatan pemaksaan hubungan seksual ini sebagai kejahatan dengan sebutan sebagai pemerkosaan, dan kejahatan ini termuat dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Tindak pidana persetubuhan diatur dalam Pasal 287 KUHP ayat (1) yang menerangkan bahwa :

	 “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

	Maka dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa persetubuhan adalah hubungan yang dilakukan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki kepada seorang wanita yang belum waktunya untuk dikawin. Namun didalam pasal tersebut tidak menyertakan batasan umur korban. Sesuai dengan Arrest HR 5 Februari 1912 bahwa persetubuhan harus dilakukan diluar perkawinan. Jadi tidak dimungkinkan adanya pemerkosaan istri oleh suami.


